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LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

NO.   6                                         2006                                     SERI.  E    

 
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  

NOMOR    8  TAHUN  2006 

TENTANG  

 JASA KONSTRUKSI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR JAWA BARAT  

Menimbang      :    a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 
Konstruksi dan Peraturan Pelaksanaannya, perlu  
adanya upaya pengaturan, pemberdayaan dan 
pengawasan oleh Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya terhadap jasa konstruksi 
di Jawa Barat; 
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b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di 
atas perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi 
Jawa Barat tentang Jasa Konstruksi; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara 
tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi 
Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 
182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang 
Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 
1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2918); 

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang 
Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara 
Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3214); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang 
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 
1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3587); 

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang 
Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3611); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3817); 
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7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3821); 

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang 
Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3833); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 
Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian 
Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 
138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 
2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4247); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4548); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 
tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta 
bentuk dan Tata Cara Peranserta Masyarakat 
dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3660); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 
tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3955); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 
tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 
tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3957); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 

17. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 
tentang Susunan Organisasi dan Tugas 
Departemen. 
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18. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor  8 Tahun 2006; 

19. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 
tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan 
Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; 

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 
Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa 
Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 
Seri D) Jo. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 
2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 
tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat 
(Lembaran Daerah Nomor 8 Seri D); 

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 
Tahun 2004 tentang Rencana Strategis 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2003-2008 
(Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1 Seri D, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6); 

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 
Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan 
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13 
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15). 

 

 

 

5 

http://www.bphn.go.id/


